BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam
A. Pengertian Warisan.

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan
muslimat. Dijelaskan bahwa walaupun hukum menuntut ilmu adalah wajib, akan
tetapi tidaklah semua ilmu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat.
Ilmu yang wajib dipelajari adalah hanya ilmu hal. Ilmu hal yang dimaksud disini
adalah ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan peritah agama. Seperti ilmu
ushuluddin dan ilmu figh. *Warisan merupakan satu pembahasan dari banyaknya
pembahasan dalam bidang ilmu figh. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu
waris merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Karena ilmu waris
termasuk dari bagian ilmu yang paling afdhol.

Berbicara tentang waris, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan
hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. “Selain
dari itu waris disebut juga dengan istilah “faroidh” yang memiliki arti bagian
tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak
menerimanya.

Masalah warisan atau yang lebih familiar dengan istilah faraidh adalah
salah satu permasalahan yang sangat penting dalam syariat Islam karena ia
merupakan akhir dari kegiatan ibadah dan muamalah yang menjadi kewajiban

bagi manusia dari mulai dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya.
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Sebab kegiatan ibadah dan muamalah ini berkaitan dengan kehidupan si mayyit
sebelumnya. Dan juga karena masalah faraidh ini adalah separuhnya ilmu.’

Di dalam kitab-kitab karangan para ulama, terkhusus dalam bidang ilmu
figh pada bab faraidh sering ditemukan istilah-istilah yang berbeda dalam
penyebutan kewarisan dalam hukum Islam, semisal faraidh, fikih mawaris, dan
hukum al- waris. Kata Faraidh adalah kata yang dipakai imam An-Nawawi di
dalam kitab Minhaj At;-thalibin, kemudian imam Al-Mahally mengomentari hal
tersebut dengan langsung menyebutkan alasan pemakaiannya disebabkan karena
semua bagiannya ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu maka
dinamakan hukum faraidh.”

Di dalam literatur hukum Indonesia, figih mawaris disebut dengan
beberapa sebutan, antara lain : hukum waris, hukum kewarisan, hukum warisan
Islam. Dan itu semua merupakan hasil dari pemaknaan secara bebas dari kata
mawaris. Untuk membedakan antara hukum waris Islam dengan hukum waris
yang bukan Islam, maka istilah figih mawaris digunakan untuk sebutan waris
Islam. Sementara untuk sebutan waris yang diluar Islam digunakan istilah dengan
sebutan hukum warisan. Ini meliputi hukum waris yang tercatum dalam KUHper
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun hukum waris secara adat
istiadat.”

Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-fayruz mengatakan dalam
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Artinya : Faraidh itu merupakan satu bab pembahasan dari beberapa bab
pembahasan ilmu. Dan megetahuinya adalah merupakan suatu kewajiban dari
beberapa yang diwajibkan agama.

Syaikh Muhammad Syarbaini Al-Khatib mengatakan dalam kitabnya :
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Artinya: Bahwa warisan/faraidh menurut etimologi adalah ketentuan. Sedangkan

menurut terminologi adalah bagian yang ditentukan syariat untuk ahli waris.

Syaikh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan di dalam kitabnya:
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Artinya: Kata Faroidh adalah bentuk jamak dari kata faridhoh yang mempunyai
makna yang difardhukan atau ditentukan. Dan faroidh menurut etimologi
adalah ketentuan. Dan secara terminologi disini adalah bagian-bagian yang

telah ditentukan bagi ahli waris.

Dari beberapa defenisi di atas bisa diambil pemahaman bahwa faraidh
adalah salah satu bab pembahasan ilmu dalam bidang figh yang menjelaskan
tentang bagian-bagian ahli waris dari harta waris yang yang pembagiannya telah
ditentukan oleh syariat. Dan hukum untuk mempelajari ilmu faraidh ini adalah
wajib.

Faraidh disebut juga dengan istilah waris. Kata Waris asal katanya adalah

dari bahasa Arab bentuk masdar ( betuk ketiga dari tashriffi’il) dari kata
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waritsayaritsu- irtsan-wamiiraatsan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam

Al-Qur’an.
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Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: Hai manusia, Kami
telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu.
Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata (Q.S An-
Naml:16).

Penjelasan ayat ini adalah bahwa nabi Daud A.S adalah yang memberikan

warisan dan nabi Sulaiman A.S adalah yang menerima warisan. Nabi Daud A.S
adalah seorang raja sekaligus seorang Nabi dan Rasul. Dan Allah SWT
menurunkan kepada nabi Daud salah satu kitab yang wajib diimani oleh orang-
orang Islam yaitu kitab Zabur. Setelah nabi Daud wafat maka yang menjadi Ahli
warisnya adalah anaknya yaitu nabi Sulaiman. Maka nabi sulaiman mewarisi
kenabian ayahnya dan mewarisi ilmu dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada
nabi Daud A.S. Serta melanjutkan kepemimpinan ayahnya. °

Selain di dalam surah An-Naml, Kata waris juga ada dalam surah yang lainnya
sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an :
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Artinya : Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan,

yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat
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kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali
sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya). (Q.S Al-Qashash : 58)

Makna mirats secara etimologi adalah berpindahnya sesuatu dari
seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya atau dari suatu kaum
kepada kaum yang berhak atasnya. Bukan cuma harta saja, akan tetapi juga
meliputi ilmu, kemuliaan dan lainnya. *°

Warisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam syari’at Islam.
Karena dampak dari warisan ini bukan hanya untuk kehidupan generasi sekarang
ini saja, akan tetapi warisan memberikan dampak ke kehidupan generasi
keturunan yang akan datang. Bukan cuma untuk anak-anaknya, warisan juga akan
memberikan dampak kepada saudara-saudara, bahkan sampai anak cucunya nanti.
Bukan hanya untuk kehidupan dunia, urusan waris juga akan berdampak ke
kehidupan akhirat. Karena warisan merupakan bagian dari syariat yang telah
ditentukan Allah penyelesaiannya.

Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono
prodjodikoro menjelaskan di dalam bukunya “bahwa warisan adalah salah satu
alternatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukum di kalangan masyarakat yang
sedikit banyaknya membuat kesulitan, kebingungan, bahkan sampai membuat
keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang. ™

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah tentang persoalan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan
seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya

kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan

10
Beni Ahmad Saebeni, Figh Mawaris (Bandung : Pustaka Setia,2009),h.14.

11
Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung : Sumur Bandung,1991),h.12.



dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.

Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.*?

B. Dasar Hukum Waris

Sebuah penelitian supaya dapat diakui bahwa ia termasuk dari sebuah
karya ilmiah maka penulisnya mesti mencantumkan dalil atau argumentasi di
dalam penelitiannya. Baik itu dalil secara nagli (Al-Qur’an dan sunnah) maupun
secara ‘aqli (akal). Maka disini pun penulis akan mencatumkan dalil-dalil yang
menjadi dasar hukum waris.

Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur’an,
permasalahan waris atau faraidh adalah permasalahan yang dibahas hampir secara
sempurna dan dijelaskan secara rinci. Dalil-dalil yang menjadi sumber hukumnya
pun dapat langsung dimengerti dengan begitu mudah walaupun tanpa ditafsirkan
lagi. Baik itu dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur’an maupun yang
bersumber dari sunnah.*®

Di dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman
bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT telah melarang untuk tidak
memakan harta orang lain yang di dalam harta itu tidak ada haknya sama sekali.
Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama karena termasuk

dari perbuatan bathil. Allah SWT berfirman :
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Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui. (Q.S Al-Bagarah : 188).

Selain harta orang lain yang tidak boleh untuk dimakan, Allah SWT juga
menjelaskan dalam Al-Qur’an harta orang lain yang boleh dimakan. Harta orang
lain bisa menjadi halal apabila ada transaksi jual beli sebelumnya, bisa karena
pemberian, baik itu berupa sedekah, infaq atau zakat, dan bisa juga sebab
pembagian harta warisan. Berikut ini adalah dasar hukum atau dalil-dalil tentang
waris :

1. Dalil Al-qur’an
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Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan. (Q.S An-Nisa : 7).

Dan dalil Al-Qur’an yang membahas masalah warisan dengan begitu rinci serta
mudah dipahami tanpa mesti ditafsirkan terlebih dahulu adalah firman Allah

SWT :
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Artinya: Allah mensyariatkan(mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang
jumlahnya lebih dari dua,bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah(harta yang
ditinggalkan). Untuk kedua orang tua,bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia(yang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya(saja),
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi)
wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak
manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditingggalkan
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu)
itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.



Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tingggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak, para istri memperolah seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)
utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia,baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meniggalkan anak, tetapi mempunyai
saudara seorang laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika
saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan
Allah. Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa /4:11-
12)

Dan Allah juga berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 176:
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Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang
meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seorang
perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang
ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta
perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan
itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika
mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan,
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagia dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat.
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa/4:176).



2. Dalil Hadist

Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh
bin Umar bin Abu Al ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari
Al A’raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah,
pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesunggguhnya ia adalah separuh
dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu faraidh adalah yang pertama

dicabut dari umatku.

Hadist yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil :
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Artinya: Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Waki’ telah
menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin
Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; “Seorang laki-laki telah
datang menemui Abu Musa Al Asy’ari dan Salman Ibnu Rabiah Al Bahili maka ia
bertanya kepada keduannya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak
perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua
menjawab: ‘Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara
perempuan si mayit. Jumpailah Ibnu Mas’ud, maka ia pasti mengikuti fatwa
kami.” Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas’ud lalu bertanya dan
memberitahukan apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut. Maka Abdullah
berkata; ‘Aku akan sesat jika demikian,saya bukan orang-orang yang termasuk
mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu
perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan

sisanya untuk saudara perempuan simayit.

C. Rukun Waris

Setiap aktivitas yang diperintahkan agama pasti ada rukunnya yang mesti
dilaksanakan. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, wudhu’, mandi,
dan lainnya. Begitu juga dengan permasalahah waris, waris juga mempunyai
rukun. Rukun yang dimaksud di sini bukan rukun dalam pengertian bahasa
Indonesia (akur), akan tetapi rukun yang dimaksud di sini adalah rukun dalam

istilah figh yang mempunyai makna “sesuatu yang apabila dia tidak ada maka
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perbuatan itu tidak bisa dilaksanakan, atau apabila dilaksanakan tanpa rukunnya

maka ibadahnya bisa tidak sah secara syariat.'®

Misalnya sholat, rukun sholat salah satunya adalah membaca surah Al-

Fatihah. Jika seseorang melaksanakan ibadah sholat tanpa membaca surah

AlFatihah, maka ibadah sholatnya tidak sah secara syariat. Alasannya karena dia

meninggalkan rukun sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah.

Begitu juga dengan permasalahan waris. Yang mana permasalahan hukum

waris beserta penyelesaiannya telah tercantum keterangannya di dalam nash

AlQur’an dan hadist juga memiliki rukun. Rukun waris ada tiga :

1.

Orang yang mewariskan (Al-Mawarist) yaitu orang yang telah wafat. Baik dia
benar- benar telah wafat maupun yang dinyatakan wafat oleh majelis hakim
lewat putusan pengadilan.

Orang yang diwarisi (Al-Warist) yaitu para ahli waris yang masih hidup dari
anggota keluarganya baik itu anak keturunannya, maupun saudaranya ataupun
yang mempunyai nasab daripada ahli waris. Seperti ayah, ibu, saudara ayah ,
kakek, nenek.

Harta waris yang ditinggalkan (Al-Mauruts). Ulama faraidh sebagiannya
menyebutkan dengan istilah mirast atau irast dan ada juga yang menyebutnya
dengan istilah tirkah. Selain harta, yang termasuk dalam kategori warisan
adalah hak. Seperti hak-hak berkaitan dengan hukum perdata, hak menyita

barang gadaian, hak menahan barang yang belum lunas kreditnya.*’
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Jika dari ke tiga rukun diatas, ada salah satunya yang belum terpenuhi
maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Misalkan ahli waris ada,
harta ada jika yang mewariskan masih hidup maka pembagian harta warisan
belum bisa dilaksanakan. Atau misalnya yang mewariskan sudah meninggal dan
pewarisnya ada, akan tetapi harta benda yang ditinggalkan tidak ada maka

pembagian warisan tidak akan bisa terlaksana.

D. Syarat-syarat Agar Ahli Waris Berhak Mendapat Warisan
Masalah pembagian harta waris memang sudah Allah jelaskan di dalam

Al-Qur’an siapa saja yang mendapat harta warisan dan berapa bagiannya. Dan

Rasulullah  SAW pun sudah menjelaskan melalui hadist-hadistnya tentang

permasalahan waris. Akan tetapi walaupun begitu pembagian harta waris tidak

akan bisa dilakukan begitu saja. Dan ahli waris pun tidak bisa mengambil atau
menuntut agar bagiannya diambil dari harta waris begitu saja. Walaupun
bagiannya telah ditetapkan oleh syariat. Pembagian harta waris bisa dilakukam
apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Dalam ilmu kewarisan Islam, ahli waris akan berhak mendapatkan bagian
dari harta warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wafatnya orang yang mewariskan. Pelaksanan hukum waris akan bisa
dilaksanakan apabila telah dapat dipastikan bahwa yang mewariskan telah
wafat. Jika yang mewariskan belum pasti wafat. misalakan dalam keadaan
terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri atau koma, maka pelaksanaan
hukum waris belum bisa ditunaikan. Begitu juga apabila kabar kematian dari

yang mewarikan masih dugaan.



2. Ahli warisnya masih hidup. Ketika yang mewariskan harta meninggal dunia,
syarat agar ahli waris berhagkmendapatkan bagian dari harta waris yang
selanjutnya adalah bahwa ahli warisnya masih hidup. Jika ahli warisnya
duluan meninggal daripada yang akan mewariskan harta maka anak-anaknya
(misal) tidak berhak meminta bagian ayah mereka. Dikarenakan ketika yang
mewariskan wafat ayah mereka sudah tiada.

3. Tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan. Syarat yang
terakhir agar ahli waris berhak menerima harta warisan dari yang mewariskan
harta adalah bahwa tidak ada penghalangpenghalang yang membuat dia tidak
bisa menerima harta warisan. Misalnya karena berbeda agama. Jika seseorang
meninggal dunia dalam keadaan mempunyai 4 anak. Satu orang laki-laki dan
3 orang perempuan. Dan anak laki-laki yang ditinggalkan si mayyit ternyata
beragama hindu, maka anak laki-laki itu terhalang untuk menerima harta
warisan. Walaupun ia dalam keadaan masih hidup ketika yang mewarisi
meninggal dunia.

Jika syarat-syarat di atas belum terpenuhi maka pembagian harta warisan
belum bisa dilaksanakan. Walaupun yang mewariskan harta telah meninggal
dunia dan ahli warisnya masih hidup, akan tetapi jika ada penghalang mewarisi
seperti misalnya beda agama maka pembagian harta warisan tidak akan bisa
dilakukan. Atau mungkin tidak ada yang menjadi penghalang untuk mewarisi
akan tetapi yang mewariskan harta belum meninggal dunia atau ahli warisnya
yang duluan meninggal, maka tetap saja pembagian harta warisan belum bisa

dilaksanakan. Karena belum memenuhi persyaratannya.



E. Sebab-Sebab Saling Mewarisi
Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT kepada seluruh ummat manusia
dengan membawa syariat Islam dengan maksud dan tujuan untuk
menyempurnakan ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebelum agama Islam
datang, orang-orang pada zaman jahiliyah pun sudah melaksanakan tentang
pembagian harta warisan. Walaupun pembagian sangat jauh dari kata adil. Bahkan
istri dari yang meninggal akan dijadikan sebagai warisan sebagaimana halnya
harta. Menurut tradisi orang-orang jahiliyah anak yang paling tua, atau dari
kalangan keluarganya yang lain dapat mewarisi istri yang meninggal.*®
Setelah Islam datang maka kebiasaan ini dihapuskan. Karena perbuatan ini
sungguh sangat tidak terpuji. Dengan datangnya syariat Islam, maka martabat
wanita dimuliakan. Dan kebiasaan yang terjadi dizaman jahiliyah dihilangkan.
Sebagaimana firman Allah SWT :
E simas O3l e Ll 58 ) &0 g sial sl
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan
bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa : 19)
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Ayat di atas mempunyai pemahaman bahwa bukan berarti Mewarisi
wanita yang dinikahi ayah dengan jalan suka rela diperbolehkan. Dengan terpaksa
ataupun dengan jalan suka rela mewarisinya tetap tidak boleh.'® Dan ini Allah

pertegas di dalam firmannya :
CR A GBI (a0l A% HASEY
(V Y ) N :,:,’ ,;h}&s; [dAda > &

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang
ditempuh). (Q.S An-Nisa : 22).

Ayat di atas telah memperjelas dan mempertegas larangan adat kebiasaan

yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Selain itu, pada zaman mula-mula
datangnya islam salah satu yang menjadi penyebab mewarisi adalah karena
sumpah. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada kawannya “hartamu
adalah hartaku. Hartaku adalah hartamu. Kita saling tolong menolong. Dan kita
saling mewarisi”.

Jika seseorang bersumpah dengan mengatakan ucapan seperti di atas,
maka di antara kedua orang itu ada hubungan dalam pewarisan. Dan ini disahkan
oleh syariat pada masa-masa awal datangnya islam. Jika salah satu dari mereka
berdua ada yang meninggal duluan, maka kawannya yang ditinggalkan

mempunyai hak waris atas hartanya. Firman Allah SWT :

(YY) 1ot 8 o (8 3l 0 deias 2 508 Kl sz il
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Artinya : Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa : 33).

Kemudian ayat ini telah di nasakh, dikarenakan sebab mewarisi telah
berubah dan bertambah. Dari awalnya syaratnya hanya mesti beriman dan masuk
islam berganti menjadi mesti beriman dan masuk islam serta mau berhijrah.
Maksudnya apabila seseorang telah beriman dan masuk islam akan tetapi dia tidak
mau untuk hijrah ke madinah seperti yang diperintahkan rasul, maka dia tidak
berhak untuk Mewarisi orang yang mau berhijrah.”® Allah SWT telah berfirman :

(YY) 13mad a3l shal Gl pmiielis

Artinya ; Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum
berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas mu melindungi mereka,
sebelum mereka berhijrah. (Q.S Al-Anfal :72).

Dari ayat di atas bisa dipahami apabila ada dua orang yang mempunyai
hubungan kekerabatan yang satu telah hijrah, dan yang satu lagi belum hijrah, lalu
salah satu dari mereka wafat. Baik yang wafat itu adalah orang yang sudah hijrah
maupun orang yang belum hijrah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Yang
sudah hijrah tidak bisa mewarisi yang belum hijrah. Dan begitulah sebaliknya,
yang belum hijrah tidak bisa mewarisi yang sudah hijrah. Akan tetapi ayat ini
telah mansukh juga dengan ayat terakhir surah Al-anfal.?> Sebagaimana bunyi

ayatnya firman Allah SWT :

2 Mokhamad Rohma Rozikin, lImu Faraidh Cara Mudah Memahami llmu Waris Islam Dengan Teknik L-
Tansa (Malang : 2015),h.22
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Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah

serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).
Orang orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75).

Dari ayat ini jelaslah sudah , bahwa yang menjadi patokan yang paling
mendasar dalam permasalahan waris tentang penyebab mewarisi adalah hubungan
kekerabatan. Hubungan persaudaraan karena senasab. Bukan hubungan
persaudaraan karena persamaan agama. seperti hubungan antara kaum muhajirin
dan kaum anshar pada zaman permulaan Islam.

Oleh karena itu para ulama figh menyimpulkan, bahwa penyebab mewarisi
itu ada tiga macam vyaitu : hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan
memerdekakan hamba.?

1. Sebab ada hubungan kerabat/nasab.

Penyebab mewarisi yang pertama adalah karena adanya hubungan nasab.
Baik itu nasab ke bawah seperti anak dan cucu. Nasab ke atas seperti ayah, ibu, kakek
nenek. Dan juga hubungan saudara antara adek dan kakak. Saudara kandung maupun

saudara seayah atau saudara seibu. Dalilnya adalah firman allah SWT ;

O 1 ) 4 S b pany 31 dlany ola 5V 5T ke s

(V8) fle sl

22
Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, At-Tuhfatus Saniyah (Semarang : Sumber Keluarga, t.th),h.185



Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75).

2. Sebab adanya hubungan pernikahan.

Orang yang tidak punya hubungan kekerabatan akan bisa saling mewarisi
apabila ada ikatan pernikahan di antara mereka. Dikarenakan penyebab mewarisi
setelah adanya hubungan kekerabatan adalah karena adanya ikatan pernikahan.
Dalilnya adalah firman Allah SWT :

(V1) 35 Gl & &) 840551 i Lo &5

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.(Q.S An-Nisa:
12).

Ayat diatas memberikan pemahan bahwa suami yang awalnya tidak ada
hubungan darah atau kekerabatan dengan istrinya, akan tetapi karena suami
mempunyai ikatan pernikahan dengan istrinya yang telah meninggal, menjadi
penyebab suami mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan istrinya.

3. Sebab memerdekakan budak.

Sebelum syariat Islam datang , perbudakan sudah menjadi tradisi orang-
orang jahiliyah. Yang jika dilihat perbudakan ini sangatlah tidak mencerminkan
perlakuan yang baik dan tak adil. Dan bertentangan dengan HAM (hak asasi
manusia). Seorang budak akan dipekerjakan oleh tuannya seharian. Bahkan ada
yang sampai malam. Akan tetapi mereka tidak diberikan gaji yang layak oleh

tuannya. Atau jika dia dipekerjakan untuk orang lain, lalu dia diberikan gaji maka



gajinya diperuntukkan kepada tuannya. Dengan datangnya syariat Islam, maka
Islam mengajarkan untuk membebaskan seorang hamba/ budak. Rasulullah SAW
menjelaskan bagaimana besarnya pahala membebaskan seorang budak. Bahkan
ketika ada orang-orang Islam yang melanggar beberapa ketentuan-ketentuan
syariat Islam maka kifaratnya adalah dengan membebaskan seorang hamba.
Seperti kifarat membunuh tanpa sengaja, melanggar sumpah, menzhihar istri dan
berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Memerdekakan
budak adalah penyebab pewarisan. Karena dari segi hukum bisa dipandang seperti
ada kekerabatan di antara keduanya dikarenakan jasa memerdekakan budak
tersebut. Jika budak yang dibebaskannya itu nanti wafat, maka yang
membebaskannya itu berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkannya.
Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah Bin

Umar :
Bk ol daniagSlallol gy cn Vs, glaY | CudlliaalCialy

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A telah berkata ia : Telah bersabda Rasulullah
SAW : “Al-wala’ itu adalah sepotong daging seperti sepotong daging nasab.
Tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. (H.R Hakim dan dishohihkan oleh
Ibnu  Hibban).

Selain tiga sebab yang telah disebutkan di atas, ternyata ada yang

menambahi sebabnya, Sehingga sebab mewaris menjadi empat. Penyebab yang
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keempat adalah karena sama-sama orang muslim.** Karena dikaitkan dengan
hadist nabi SAW : % 3 513 g saeal o) 55, 41 &) g¥ (e &yl 500

Artinya : saya adalah ahli waris bagi orang yang (meninggal) tidak

memiliki ahli waris. (H.R ahmad dan Abu Daud).

F. Penghalang Untuk Mewarisi.

Penghalang disini maksudnya adalah jika pada diri ahli waris itu ada hal
hal yang dinyatakan sebagai penghalang untuk mewarisi maka dia tidak akan bisa
mendapat warisan walaupun dia masih hidup ketika yang mewarisi harta
meninggal dunia. Walaupun dia adalah anak kandung dari yang meningal sekali
pun, dia tidak akan mendapat harta warisan jika penghalang untuk mewarisi ada
pada dirinya. Hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi ada 3 macam yaitu :
perbudakan, pembunuhan dan beda agama.

1. Perbudakan (Ar-Riqq).

Pada zaman jahiliyah perbudakan adalah hal yang lumrah atau biasa di
kalangan orang-orang arab. Padahal perbudakan sangatlah jauh dari nilai-nilai
kemanusian dan hak asasi manusia (HAM). Dengan datangnya agama Islam maka
perbudakan sedikit demi sedikit telah dihapuskan. Sampai pada akhirnya di zaman
sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Selain perbudakan
mengekang kebebasan seorang budak untuk melakukan apa yang dia inginkan dan
apa yang mau dia lakukan, ternyata perbudakan juga menjadi penghalang bagi
seorang budak untuk mewarisi dan menerima harta warisan. Adapun dalil yang

menyatakan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi adalah firman Allah SWT :
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Artinya : Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak
terhadap sesuatupun. (Q.S An-Nahl : 75).

Dari ayat diatas dapat dipahami seorang hamba/ budak tidaklah memiliki
kebebasan. Bahkan harta yang dia miliki adalah milik tuannya. Kalau dia tidak
memiliki harta bagaimana mungkin dia akan mewarisi.

2. Pembunuhan (Al-Qotl).

Di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang islam dengan
keadaan sengaja maka dia akan dihukum dengan hukuman Qishash. Baik secara
langsung maupun secara tidak langsung. Akan tetapi jika keluarga yang yang
dibunuh itu memaafkannya maka dia akan terbebas dari hukum Qishash.
Sebagaimana firman Allah SWT :

(VVA) &3 Ll alizial s oy nal

Artinya : Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma‘af
dengan cara yang baik (pula). (Q.S Al-Bagarah : 178).

Akan tetapi jika kasus pembunuhan terjadi antara ahli waris dan yang
mewarisi, yang mana ahli waris membunuh yang mewarisi bisa jadi karena ada
dendam, dengki dan iri hati. Dalam hal ini walaupun yang membunuh dimaafkan

karena masih termasuk dari keluarga atau kerabat, maka ketetapan hukum waris



tetaplah berlaku. Yaitu membunuh akan menjadi penghalang bagi ahli waris untuk
menerima warisan.?®
3. Beda agama (Al-Kufr).

Penghalang untuk mewarisi yang terakhir adalah beda agama. Yaitu
perbedaan agama antara yang mewariskan dengan ahli waris. Jika yang
mewariskan harta adalah Islam dan ahli warisnya bukan Islam atau mungkin
sebaliknya, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dan ini telah ter maktub

dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :
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Zadle 3 | aluall HSH &Y

Artinya: Tidaklah mewarisi orang muslim dari orang yang kafir dan tidak
juga orang yang kafir mewarisi dari orang yang muslim. (H.R Bukhari dan
Muslim).

Dengan berdalilkan hadist ini saja, ini sudah sangat kuat dan begitu jelas.
Tapi walaupun demikian masih ada juga hadist yang lain yang menguatkan hadist
ini. Yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari amar Bin

Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bunyi Hadistnya adalah :
Baghglelg )y, e b uile Jal &yl g0

Artinya : Dua orang yang berlainan agama tidaklah saling mewarisi (H.R

Abu Daud)
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Dan hadist yang bersumber dari Abdullah bin Umar yang bunyi Hadistnya

hampir sama yakni :
.2995‘}&\‘53:4‘)‘2[‘53&‘5\‘3‘).0&&\&)}35&

Artinya : Orang yang berlainan agama tidaklah bisa saling mewarisi. (H.R
Ahmad dan Imam yang empat dan Tirmidzi).

Dalil-dalil diatas sudah sangat kuat untuk menjadi dalil yang menyatakan
bahwa yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Dan adapun orang yang
murtad para ulama sepakat bahwa ia juga tidak bisa mewarisi dan tidak ada yang

berbeda pendapat tentang hal ini.*°

G. Ashabul Furudh Beserta Bagian-Bagiannya.

Di dalam ajaran Islam jika ada yang wafat dengan keadaan meninggalkan
harta, maka keluarganya dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta yang
ditinggalkan oleh si mayyit mesti berpedoman kepada syariat Islam. Dikarenakan
dalam Al-Quran Allah telah menerangkan secara rinci dan jelas mengenai
pembagian harta warisan yang penyelesaiannya secara matematis dengan
menggunakan bilangan pecahan. Akan tetapi walaupun Allah sudah menjelaskan
secara terperinci di dalam Al-Quran mengenai bagian masing-masing ashhabul
furudh, sangat di sayangkan masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum
mengetahuinya secara baik. Akibatnya banyak umat Islam yang menyelesaikan

pembagian harta warisan tidak berpedoman kepada ajaran agama.!
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Pengertian secara lughowi (etimologi), kata fardh memiliki macam-macam
arti yang tak sama yaitu Al-Qath*“ketetapan yang pasti” At-Taqdir‘ketentuan” dan
Al-Bayan “penjelasan”. Sementara maknanya menurut istilah (terminologi) fardh
yaitu bagian dari harta warisan yang sudah ditetapkan.®* Di dalam kitab yang
lainnya disebutkan bahwa makna fardh adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh
syariat bagi ahli waris tertentu.*

Kemudian makna Ashaabul Furudh atau dzawil furudh yaitu anggota
keluarga yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara’, dan bagian-
bagian mereka sudah ditentukan daripada tirkah, atau orang-orang Yyang
mempunyai hak untuk menerima harta warisan dengan bagian yang telah di
tetapkan oleh Syariat.*

Pengertian Tirkah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayyit, baik
itu harta benda maupun hak-hak kebedaan atau mungkin yang bukan merupakan
hak kebedaan. Para fugaha meyimpulkan bahwa Tirkah adalah apa saja yang di
tinggalkan si pewaris baik itu harta benda yang menjadi hak milik sepeuhnya
maupun harta benda yang bukan hak milik sepenuhnya seperti utang-piutang yang
berhubugan dengan hartanya ataupun utang-piutang dengan kreditur.*

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syariat (Ashaabul
Furudh) berjumlah tiga belas orang, empat orang dari yang tiga belas itu adalah
laki-laki, mereka adalah suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Dan

Sembilan dari sisanya adalah dari perempuan mereka itu adalah nenek dari pihak

. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris cet | (Jakarta : Senayan Abadi Publishing,
2004),h.106
3 Muhammad Syarbani, Al-Igna’ (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995),h.381
z: Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.135
Ibid h.5



ayah maupun dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-
laki, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seibu, saudara
perempuan seayah, dan isteri.*

Agama Islam sudah menentukan atas penganutnya, tentang masalah
pembagian-pembagian harta warisan, dengan berpedoman atas ketentuan yang
Allah sebutkan di dalam Al-Qur’an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah
SAW di dalam haditsnya. oleh karena itu penganutnya dituntut agar selalu belajar
mengkaji serta terus mencoba memahami ilmu waris atau faraidh, supaya
senantiasa bisa menerapkannya di dalam kehidupan ini.

Demikian itu dapat terealisasi dengan baik, jika dapat diketahui tiga pokok
penting yang dibahas di dalam figh mawarits. Tiga pokok penting itu:

Yang pertama adalah mengetahui siapa sajakah keluarga yang berhak menjadi
ashabul furudh atau ahli warisnya.

Yang kedua mengetahui tentang berapa bagian yang didapat oleh setiap ahli
warisnya. Dan yang ketiga mengetahui tentang bagaimana cara penyelesaiannya.
Yaitu terkait tetang masalah pembagian harta warisannya.

Jika ada kematian yang dialami oleh seseorang dari satu keluarga, dan
diantara kelurga yang ditinggalkan itu ada yang paham dan pandai bagaimana
caranya menyelesaikan pembagian harta warisan yang ditiggalkan si mayyit,
maka keluarga itu bisa menyelesaikan sendiri pembagiannya sesuai dengan
syariat. Dan jika tidak ada, maka bisa bertanya kepada orang yang pandai untuk

menyelesaikan pembagian yang sesuai dengan penjelasan Allah di dalam Al-
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Qur’an. Jika sudah mendapat bagian masing-masing dengan ketentuan yang
terdapat di dalam Al-Qur’an maka masalah telah selesai.*’

Berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an, bahwa Allah SWT telah
menetapkan bagian masing-masing ashhabul furudh. Dan keterangannya bisa kita
lihat di surah An-nisa ayat 11-12 dan ayat terakhir surah An-nisa. Dari ketiga ayat
tersebut bisa disimpulkan bahwa bagian yang akan diterima ashhabul furudh
berbeda-beda bagiannya. Ada yang medapat setengah (1/2), seperempat (1/4)
seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Disisi
lain, bisa kemungkinan seorang atau bahkan beberapa ashhabul furudh bagian
yang dia peroleh jadi berkurang. Bahkan dapat gugur atau terhalang dari
memperoleh harta warisan. Peyebabnya karna ada ahli waris yang lebih dekat
kepada yang meninggal dunia.*®

Akan tetapi karena objek kajian ilmu faraidh ini fokus kepada harta benda,
maka inilah yang sering meyebabkan lahirnya perselisihan diantara ashhabul
furudh dikarenakan adanya rasa ketidak puasan diantara keluarga yang
ditinggalkan. Ditambah lagi karena ketidak tahuannya dengan ilmu mawaris. Dan
terkadang juga disebabkan ketamakaan dan penyakit gila harta diantara anggota
keluarga.

Ashabul furudh atau yang disebut juga dengan dzawil arham terbagi
kepada dua bagian, yaitu: Ashabul Furudh Sababiyah, dan Ashabul Furudh

Nasabiyyah.
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1. Ashabul Furudh Sababiyah yakni orang yang termasuk dari golongan
ashhabul furudh yang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya
hubungan dengan yang wafat sebab adanya pernikahan.Yang termasuk
Ashabul Furudh Sababiyah antara lain mereka adalah: Suami, Isteri dan sebeb
memerdekakan hamba.

2. Ashabul Furudh Nasabiyyah, yakni ashabul furudh yang memperoleh bagian
dari harta warisan dikarenakan perhubungan darah atau nasab dengan yang
wafat.92 Ashabul Furudh Nasabiyyah ini terdiri dari: Ayah, lbu, Anak
perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan
sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara laki laki seibu, Saudara
perempuan seibu, Kakek, Nenek dari pihak ibu dan dari pihak ayah.*

Ashhabul furudh yang berhak mendapat bagian 1/2 dari harta waris yang
ditinggalkan si mayyit ada lima orang. Satu dari kelima orang itu adalah laki-laki
dan empat sisanya adalah perempuan. Mereka itu adalah:

1. Suami.

Seorang suami bisa memperoleh 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan
sipewaris, jikalau si pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali. Tidak ada
anak laki-laki dan begitu juga dengan anak perempuan. Baik itu anak kandungnya

maupun anak tirinya. Dalilnya ialah firman Allah:
(V7). 25 Gl (R0 &) 5831550 o e il 8T
Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak (Q.S An-Nisa : 12).
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2. Anak perempuan.

Putri atau Anak perempuan kandung memperoleh bagian 1/2 dari harta
waris yang ditinggalkan si pewaris, jika tidak ada anak laki-laki atau saudara
lakil-aki dari anak perempuaan tersebut. Dan anak perempuan itu adalah anak
satu-satunya (anak tunggal). Dalilnya ialah firman Allah SWT :

(V)). Calaililalisialy cilk &)y

Artinya : Jika anak perempuan itu seorang saja (tunggal), Maka ia

memperoleh separuh dari harta warisan. (Q.S An-Nisa : 11).

3. Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki.

Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki berhak memperoleh
bagian 1/2 dengan ketentuan jikalau si pewaris tidak mempunyai anak laki-laki
maupun anak perempuan, serta cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara
laki-laki ( cucu laki-laki keturunan dari pihak anak laki-laki), dan apabila cucu
perempuan tersebut merupakan cucu satu-satunya ( cucu tunggal).

4. Saudara perempuan kandung.

Saudara perempuan kadung akan memperoleh bagian 1/2 dari harta
warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau saudara
perempuan kandug tidak mempunyai saudara laki-laki (kandung), dan ia adalah
merupakan saudara perempuan satu-satunya (tunggal). Serta pewaris juga sudah
tidak memiliki ayah, kakek dan juga tidak memiliki keturunan lagi. Keturunan

laki-laki maupun keturunan perempuan. Firman Allah SWT :

() V1) &5l Calailelh CAT A3 AT Gl allal i) o)



Artinya : Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (Q.S An-Nisa : 176).

5. Saudara perempuan seayah.

Saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian 1/2 dari harta
warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau ia tidak memiliki
saudara laki-laki. Kemudian dia adalah ahli waris satu-satunya (tunggal). Serta
saudara perempuan seayah tidak memiliki saudara kadung. Dan pewaris sudah
tidak memiliki ayah, kakek, dan keturunan sama sekali baik itu anak perempuan

terlebih lagi anak laki-laki.*

Ada pun Ashhabul furudh yang memperoleh bagian ¥ dari harta warisan
yang ditinggalkan si pewaris dari keluarganya ada dua orang yakni suami dan
istri.

1. Suami.

Suami bisa memperoleh bagian 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan si
pewaris, apabila yang meninggal adalah istrinya. Dan sang istri mempuyai
anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki si istri.
Baik anak laki-laki ataupun cucu laki-laki itu adalah dari keturunanya sendiri

maupun keturunan dari suami yang lain. Firman Allah SWT :

ER

(1) 358 s SR O5a0 5 AT 41 8 (48
Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya.(Q.S An-Nisa: 12)
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2. lstri.

Istri bisa memperoleh bagian 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan si
pewaris apabila yang meninggal adalah suaminya. Dan jikalau suaminya yang
meninggal tidak memiliki anak maupun cucu, Baik itu adalah anak
kandungnya, yang dia lahirkan sendiri maupun anak tirinya.** Firman Allah
swr: (V7) U5 &K A &) AR e 15 Gl

Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan
jika kamu tidak mempunyai anak. ( Q.S An-Nisa : 12)

Golongan ashhabul furudh atau yang disebut juga dengan dzawilarham yang
berhak memperoleh bagian 1/8 dari harta waris hanya satu orang saja, yaitu istri.
Baik itu seorang istri ataupun lebih. mereka akan berhak memperoleh 1/8 dari
harta yang ditinggalkan si pewaris, apabila yang meninggal adalah suaminya,
beserta jika suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu adalah anak
yang dia lahirkan sendiri (anak kandung),maupun anak yang dilahirkan dari istri

suaminya yang lain (anak tiri). “*Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:
()7) 35 & 4R e G0 G5 &1 8
Artinya : Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (Q.S An- Nisa : 12)
Dari Ashhabul furudh, orang yang mempunyai hak untuk Memperoleh
Bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan si pewaris terdiri dari 4 orang, yang

kesemuanya itu terdiri dari perempuan. Mereka itu adalah:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih.

41
Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014),h.356-357

42
Nur Saniah, Ringkasan Hasyiyah Al-Bajuri (Panyabungan : Usaha Karya Lubis, 2009),h.20



Dua anak perempuan atau lebih mereka akan memperoleh bagian 2/3
apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari yang
meninggal). Sebagaimana firman Allah SWT:

(V1) SSRGS Gl (i (380 (K (4d

Artinya : Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang,
Maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ( Q.S An-Nisa: 11)

2. Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih.

Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih
dari dua orang cucu perempuan.Mereka akan berhak memperoleh 2/3, dengan
ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak kandung laki-laki maupun
anak perempuan yang lebih dari satu. Dan beserta cucu perempuan tidak ada cucu
laki-laki (saudara cucu perempuan).

3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih.

Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih dari dua orang Mereka
akan berhak memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak 2/3 dengan
ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak
perempuan, serta tak memiliki ayah atau kakek lagi. Dan saudara perempuan
tersebut tidak memiliki saudara laki-laki yang mana dia adalah sebagai ashhabul
ashobah.

Ketentuan yang terakhir adalah bahwa si pewaris tidak meninggalkan anak
perempuan maupun cucu perempuan dari pihak keturunan laki-laki.** Firman

Allah SWT di dalam Al-Qur’an:

W

(\vw)a}m@\u@kum\ S G
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Artinya : Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (Q.S. An-Nisa: 176).

4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Mereka akan berhak
menerima bagian 2/3 dari harta waris dengan persyaratan apabila yang meninggal
dunia tidak memiliki anak, ayah, kakek dan saudara kandung laki-laki ataupun
perempuan. Serta saudara perempuan seayah itu tidak memiliki saudara laki-laki
seayah. Dan persyaratan yang terakhir adalah apabila si pewaris tidak
meninggalkan anak perempuan ataupun cucu perempuan dari pihak keturunan
anak laki-laki.**

Bagian yang yang selanjutnya yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an bagi
ashhabul furudh adalah 1/3. Dan Ashhabul furudh yang berhak untuk memperoleh
bagian dari harta warisan sebanyak 1/3 adalah :

1. Seorang Ibu.

Seorang ibu akan mempunyai hak untuk memperoleh bagian 1/3 apabila yang
meninggal tidak memiliki seorang anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak
perempuan. Ataupun yang meninggal tidak memiliki cucu laki-laki dari pihak

keturunan anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT:

3

(V1) S50 4338 5.1 4,55 819 43 6% 41 &
Artinya : Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
oleh kedua ibu bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.(Q.S An-Nisa :

11)

2. Dua orang saudara seibu atau lebih.
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Dua orang saudara atau lebih yang seibu akan berhak untuk medapat bagian
1/3 apabila yang meninggal tidak memiliki dua saudara atau lebih. Baik itu
saudara kandung, ataupun seayah.”® Firman Allah SWT :

(V7) 355 Ga il 8 585 agd aU Gpa 55T 1508 (b

Artinya : Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu. ( Q.S An-Nisa : 12).

Adapun ashhabul furudh yang mempunyai hak untuk memperoleh bagian 1/6
dari harta warisan ada tujuh orang. Mereka ialah:

1. Ayah, jikalau yang meninggal memiliki anak laki-laki ataupun cucu lakilaki
dari keturunan anak laki-laki.

2. lbu, apabila ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari pihak keturunan
anak laki-laki. Dalilnya firman Allah SWT :

(V)33 4GS &) &35 Laa (uilall Lagia 303 I8 A3

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (Q.S An-
Nisa : 11).

3. Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah), jikalau tidak ada ayah.

4. Cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki, apabila yang meninggal
memiliki anak perempuan.

5. Saudara perempuan seayah, apabila si pewaris mempunyai saudara kadung.

6. Nenek, apabila si pewaris tidak mempunyai ibu.

7. Seorang saudara seibu.*®
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H. Ashabul Ashabah
1. Pengertian.

Ashobah berasal dari kata ashaba — yu'shibu — a’shban. Kata ‘Ashabah
adalah bentuk jamak dari Ashib. Kata ‘Ashib adalah isim fa'il dari kata ‘ashaba.
Isim fa’il adalah bentuk kata yang menunjukkan kepada pelaku atau subjek suatu
pekerjaan. ‘Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ada ditentukan berapa
bilangan harta yang dia peroleh dari harta warisan. *’

Defenisi lainnya, ‘Ashabah adalah orang-orang yang mendapatkan sisa
harta dari peninggalan si mayit setelah ashabul furudh mendapatkan bagian-
bagian mereka masing-masing sesuai ketentuaan syari’at. Dan pembagian warisan
untuk ashabul ‘ashabah tidak ada ditetapkan berapa jumlah bilangan harta
warisan yang akan mereka terima. Jika harta warisan habis atau tidak ada sisa
sama sekali setelah ashabul furudh mendapat bagiannya masing-masing, maka
ashhabul ‘ashabah tidak akan mendapat apa pun dari harta warisan. Ahli waris
ashabah harus menunggu terlebih dahulu, sisa dari pembagian harta warisan ahli
waris yang telah ditentukan bagiannya (ashabul furudh). Dan keunggulan
ashhabul ashabah ini mereka bisa menghabiskan semua sisa harta waris yang di
tinggalkan si mayit, apabila ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya telah
mengambil apa yang sudah menjadi bagiannya.*®

Kesimpulannya adalah bahwa yang dikatakan Ashobah adalah ahli waris

yang menerima sisa harta warisan. Dan dikalangan ulama figh ashabul ashabah
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sangat masyhur dengansebutan orang yang medapatkan seluruh harta warisan jika
dia adalah satu-satunya yang menjadi ahli waris (tunggal). Serta menerima sisa
dari pembagian harta setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing.*°
Berikut ini adalah bagian-bagian yang bisa didapatkan oleh ashhabul
‘ashobah dari harta waris yang ditinggalkan si mayit :
a. Mendapatkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Syaratnya
adalah jika ahli waris yang ditinggalkan si mayit hanya dia seorang diri (tunggal).
b. Bersekutu dalam memperoleh harta wrisan. Ashhabul ashabah bersekutu dalam
bagian harta warisan yang ditinggalkan si mayit apabila si mayit meninggalkan
ahli waris yang merupakan ashhabul ashabah lebih dari saatu orang, yang mana
mereka mempunyai kedudukan yang sederajat.
c. Mendapatkan semua sisa atau kelebihan harta waris yang ditinggalkan si mayit
setelah ahli waris yang ditentukan bagiannya oleh syariat (ashhabul furudh)
mengambil bagiannya. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa ahli waris yang
ditinggalkan si mayit adalah ahli waris dari golongan ashhabul ashobah dan
ashhabul furudh.
d. Ashhabul ashobah yang laki-laki mendapatkan bagian dua orang laki-laki dan
Ashhabul ashobah yang perempuan mendapat bagian satu orang jika ahli waris
yang ditingalkan si mayit ada perempuan yang sederajat bersama Ashhabul
ashobah.
e. Ashhabul ashobah tidak mendapatkan bagian dari harta warisan sedikit pun,
apabila harta warisan yang ditinggalkan si mayit telah habis terbagi kepada ahli

waris yang bagiannya telah ditentukan oleh syariat (ashhabul furudh).
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Karena harta warisan telah terbagi habis, maka ashhabul ashobah tidak
mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditinggalkan si mayit.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ashabul ashabah
bisa memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit antara dua
kemungkinan, yaitu mendapatkan semua harta atau mendapatkan sisa pembagian
dari ashhabul furudh. Jika masih ada sisanya maka itulah bagian yang diperoleh
ashhabul ashabah. Akan tetapi apabila harta yang dibagi kepada ashhabul furudh
habis semua, maka dalam hal ini ashhabul ashabah tidak mendapatkan apa-apa
dari harta warisan. Dalil yang menyatakan bahwa ashhabul ashabah bisa

memperoleh bagian dari harta warisan adalah firman Allah SWT :
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Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka
bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,
dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),
jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S An-Nisa: 176)



Di dalam surah An-nisa’ ayat 176 yang disebutkan di atas bagian saudara
kandung tidak ada dijelaskan berapa bilangannya. Akan tetapi dalam ayat itu
dinyatakan bahwa saudara kandung bisa mewarisi atau mendapatkan semua harta
warisan apabila pewaris yang meninggal adalah seorang yang kalalah (tidak

memiliki anak keturunan).*

2. Pedoman Dasar Tentang Hukum Hak Waris Ashhabul Ashabah

Sebagaimana Ashhabul furudh yang dasar hukumnya disebutkan di dalam
nash Al-Qur’an dan Hadist, maka terkait dengan hak kewarrisan Ashhabul
Ashabah juga disebutkan dasar hukumnya di dalam nash Al-Qur’an dan Hadist.
Dan ini menjadi bukti bahwa huku kewarisan ashhabul ashabah ini sangat kuat di
dalam ajaran agama. Adapun dalil yang menunjukkan dasar hukum tentang hak
kewarisan ashhabul ashabah adalah :
a. Al-qur’an.

Dalil yang menjadi dasar hukum tentang hak kewarisan ashhabul ashabah

yang tercantum di dalam Al-Qur’an yang dimaksud yaitu firman Allah SWT :
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Artinya : Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa : 11)

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman jikalau bagian kedua orang tua
(ibu dan bapak) tiap-tiap mereka memperoleh seperenam (1/6) dari harta warisan
yang ditinggalkan si mayit, apabila si mayit memiliki anak keturunan. Akan tetapi
apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka semua harta warisan yang
ditinggalkan si mayit akan menjadi bagian ibu dan bapak. Dan dari ayat ini juga
bisa diambil pemahaman, apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka
ibu. akan memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak sepertiga (1/3).

Tapi walaupun begitu, ayat diatas tidak menyebutkan dengan jelas dan
tegas berapakah bagian yang akan diperoleh ayah. Maka itu, dari sini bisa diambil
pemahaman, bahwa bagian ayah adalah sisa sesudah ibu mengambil bagiannya.
Bagian ibu adalah sepertiga (1/3) apabila si mayit tidak mempunyai anak

keturunan. Maka bagian ayah adalah sisanya yaitu ayah memperoleh dua pertiga



(2/3). Dengan begitu, ayah menerima bagiannya dari harta warisan dengan jalan
menjadi ashhabul ashabah.™
Dan adapun dalil yang lain selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum

hak kewarisan ashabul ashabah adalah sebagaimana firman Allah SWT:
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Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang
meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seorang
perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang
ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta
perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan
itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika
mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan,
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagia dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat.
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa : 176).

Di dalam ayat ini juga tidak ada disebutkan dengan jelas dan tegas berapa
bagian yang akan diperoleh saudara kandung. Akan tetapi, yang disebutkan di

dalam ayat ini adalah bahwa saudara kandung akan mewarisi seluruh harta yang
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ditinggalkan si mayit apabila si mayit tidak meninggalkan ahli waris dari anak

keturunannya.>?

b. Hadist

Dalil tentang dasar hukum hak kewarisan Ashhabul ashabah yang
selanjutnya adalah dalil hadist. Yaitu hadist yang bersumber dari Abdullah Bin
Abbas Rasulullah SAW bersabda :

583 Jay 5 sed leilelaly el il siall

Artinya: Bagikanlah harta warisan kepada ahli warisnya yang berhak
(Ashhabul furudh), dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.
(H.R Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits di atas dapat diambil pemahaman bahwa Rasulullah SAW
memerintahkan agar memberikan bagian dari harta warisan kepada ahli warisnya
(ashhabul furudh) yang berhak untuk menerimanya. Apabila harta warisannya
telah dibagi kepada yang berhak untuk menerimanya dan ternyata masih ada
sisanya, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling utama

dari Ashabul ashabah.

3. Susunan atau Urutan Ahli Waris Ashabah
Berikut ini adalah urutan siapa yang duluan menerima warisan dengan
jalan ashabah dari Ahli waris yang termasuk dari ashhabul ashabah.>* Semuanya

ada 14 orang mereka adalah:

52
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta
Pusaka (Bandung : Diponegoro, 1995),h.83-84
3
Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam jilid 111 (Bandung : Diponegoro,t.th),h.98



1) Anak laki-laki kandung.

2) Cucu laki-laki (Anak laki-laki dari anak laki-laki kandung).
3) Ayah.

4) Kakek laki-laki sampai ke atas (nasabnya).

5) Saudara laki-laki kandung.

6) Saudara laki-laki seayah.

7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9) Paman kandung.

10) Paman seayah.

11) Anak laki-laki dari paman laki-laki kandung.
12) Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah.
13) Laki-laki yang memerdekakan.

14) Perempuan yang memerdekakan.

4. Pembagian Ashabah.

Sebagaimana ashhabul furudh, ashhabul ashabah juga terbagi menjadi
dua. Yaitu ashabah nasabiyah dan ashabah sababiyah. Ashabah nasabiyah
adalah ahli waris yang menjadi ashhabul ashabah dikarenakan dia ada hubungan
nasab dengan yang meninggal dunia tersebut ( pewaris). Sedangkan ashhabul
ashabah sababiyah adalah dia menjadi ashhabul ashabah dikarenakan ada
sebabnya. Dia menjadi ashhabul ashabah dikarenakan dia memerdekakan seorang

budak. Apabila nantinya budak yang ia merdekakan meninggal dunia, dan budak
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tersebut tidak mempunyai anak keturunan yang akan menjadi ahli warisnya maka
orang yang memerdekakan tadi akan menjadi ashhabul ashabah dari budak yang
dia merdekakan. Kemudian Para ulama membagi ashabah nasabiyah menjadi tiga
bagian. *yaitu:
a. Ashabah bin nafsih

Ashabah bin nafsi adalah ahli waris yang menjadi ashhabul ashabah
dikarenakan dirinya sendiri. Maksdunya adalah ahli waris yang menjadi ashhabul
ashabah dikarenakan kedudukannya. Bukan karena ada atau tiadanya ahli waris
yang lain. Ahli waris Yang menjadi ashhabul Ashabah bin nafsi mereka
semuanya adalah ahli waris laki-laki yang hubungan nasabnya tidak diselangi oleh
perempuan dengan si pewaris. Atau menurut pengertian lain ashabah bin nafsi
yaitu setiap ahli waris laki-laki yang bersamanya tidak ada ahli waris perempuan
yang ditinggalkan si mayit. *°

Berikut ini adalah Ahli waris yang menjadi ashhabul ashabah bin nafsi :
1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki.
3) Ayah.
4) Kakek dari pihak ayah.
5) Suadara laki laki sekandung.
6) Saudara laki-laki seayah.
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
8) Anak laki- laki dari saudara laki-laki seayah.

9) Paman kandung.
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10) Paman seayah.
11) Anak laki-laki dari pihak paman sekandung.
12) Anak laki-laki dari pihak paman seayah.
13) Mu’tiq (orang laki-laki yang memerdekakan budak).
14) Ashabah mu’tiq.57

Bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menjadi ashhabul ashabah
bin nafsi ada tiga macam :
Yang pertama memperoleh semua harta warisan apabila dia adalah pewaris
tunggal atau satu-satunya ahli waris yang ditinggalkan si mayit.
Yang kedua memperoleh sisa dari bagian harta warisan setelah ashabul furudh
mengambil bagiannya masing-masing.
Yang ketiga, Apabila semua harta warisan sudah dibagikan kepada ashhabul
furudh yang berhak menerima warisan, dan ternyata tidak ada lagi sisa harta sama
sekali maka dia tidak memperoleh apa-apa dari harta warisan.
b. Ashabah bil ghairi

Ashabah bil ghoiri adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashhabul
ashabah disebabkan adanya ahli waris (laki-laki) yang lainnya, Dan mereka sama
sama menjadi ashhabul ashabah. Ashabul ashabah ada tiga orang, yaitu :
1) Anak perempuan akan menjadi ashhabul ashabah apabila dia menjadi ahli
waris bersama dengan anak laki-laki.
2) Cucu perempuan berhak menjadi ahli waris dengan jalan ashabah apabila dia

mewarisi dengan cucu laki-laki.
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3) Saudara perempuan kandung akan menerima warisan dengan jalan ashabah jika
dan saudara laki-laki kandung sama-sama menjadi ahli waris.

4) Saudara perempuan seayah akan berhak menerima sisa harta warisan apabila
bersama dengan saudara laki-laki seayah dalam hal menjadi ahli waris.

Akan tetapi walaupun ahli waris perempuan menjadi ashhabul ashabah,
maka ketentuan dalam waris tetaplah berlaku. Yaitu ketentuan bahwa laki-laki
mendapatkan dua bagian perempuan.

C. Ashabah ma’al ghair

Pengertian Ashabah ma’al ghoir adalah ahli waris yang menjadi ashhabul
ashabah karena ahli waris yang lainnya, akan tetapi ahli waris yang lain itu
tidaklah termasuk ashhabul ashabah. Ahli waris yang termasuk ashhabul ashabah
ma’al ghoir adalah:

1) Saudara perempuan kandung, apabila dia menjadi ahli waris bersama dengan
anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

2) Saudaara perempuan seayah, apabila dia mewarisi bersama dengan anak
perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Misalnya apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai ahli waris
seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung,
dalam kasus seperti ini seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah
(%) dari harta yang ditinggalkan si mayit, lalu cucu perempuan mendapatkan
bagian seperenam (1/6) guna melengkapi bagian duapertiga (2/3), dan saudara
perempuan kandung mendapatkan sisanya yaitu sepertiga (1/3) dengan jalan

ashababh.



Dari pemisalan di atas dapat disimpulkan bahwa ashabah ma’al ghair
memiliki dua keadaan di dalam menerima warisan. Yang pertama dia mendapat
bagian dari apa yang tersisa dari harta warisan sesudah ashabul furudh. Dan yang
kedua dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ini apabila semua harta warisan

tidak ada sisanya lagi setelah habis diberikan kepada asbabul furudh.

5. Macam-macam hijab dan ahli waris yang terhijab.
1. Pengertian Hijab.

Secara makna lughowi atau etimologi hijab adalah penghalang, penutup,
pembatas atau yang menghalangi. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an :

Artinya : Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar
tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S Al-Mutaffifin : 15).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa nanti nasib orang-orang kafir di
akhirat tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat (nikmat) melihat Allah.
Karena mereka dihalangi oleh para malaikat penjaga pintu neraka. Dalam bahasa
arab yang menghalangi atau penghalang disebut dengan Hajib. Dalam ilmu sharaf
Hajib bentuk kalimatnya disebut dengan isim fa’il (subjek) dan yang dihalangi
disebut dengan mahjub. Dan ini disebut isim maf’ul (objek) dalam ilmu sharaf
yang artinya adalah orang yang dihalangi.

Pengertian Al-hajib menurut terminologi vyaitu ahli waris yang
menghalangi ahli waris yang lainnya untuk menerima harta warisan. Sedangkan
al-mahjub adalah ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris yang lainnya.

Sedangkan kalangan ulama faraidh memberi pengertian dengan yang



menggugurkan hak mewarisi dari ahli waris dengan tujuan untuk menerima
warisan. Menggugurkan secara keseluruhan ataupun sebagiannya dikarenakan
adanya hli waris yang lebih dekat dengan si mayit dan lebih berhak menerima

warisan. 8

2. Pembagian Hijab.

Hijab atau yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan
terbagi menjadi dua jenis :
a. Al-hajb bil washf ( hijab karena sifat), yaitu orang yang terhalang untuk
menerima harta warisan dikarenakan ahli waris tersebut melakukan hal yang
mengakibatkan dia terhalang untuk menerima harta warisan. Seperti membunuh
pewaris hartanya atau mungkin dia murtad. Dan dia akan terhalang untuk
menerima harta warisan selama-lamanya. *°
b. Al-hajb bil syakhshi ( hijab karena ada ahli waris yang lainnya), maksudnya
adalah ahli waris yang terhalangi untuk menerima harta warisan dikarenakan
adanya ahli waris yang lebih dekat kepada si pewaris dan yang lebih berhak untuk
menerima harta warisan. Misalnya terhalangnya cucu laki-laki untuk menerima
harta warisan dikarenakan adanya anak laki-laki dari si pewaris. Atau tertutupinya
kakek menerima harta warisan dikarenakan adanya ayah. Anak lakilaki atau pun
ayah dalam contoh kasus diatas membuktikan bahwa anak laki lebih dekat
nasabnya kepada si pewaris dibandingkan dengan cucu laki-laki dan begitu juga
dengan ayah jika dibandingkan dengan kakek maka, ayah lebih dekat kepada si

pewaris ketimbang kakek.
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Kemudian para ulama membagi hijab bil syakhshi lagi menjadi dua, yaitu
Hijab Hirman dan Hijab Nugshan.®®
a. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah yang menghalangi hak ahli waris untuk menerima
warisan yang lainnya secara keseluruhan dikarenakan adanya ahli waris yang
lebih dekat kepada si mayit. Contohnya seperti anak laki-laki yang menghalangi
cucu laki-laki untuk menerima warisan. Ayah menghalangi kakek, saudara
kandung menghalangi saudara seayah. Selama masih ada anak laki-laki, maka
cucu laki-laki tidak akan mendapat apa-apa dari harta warisan. Begitu juga
dengan ayah ke kakek dan saudara kandung dengan saudara seayah.
b. Hijab Nugshan

Hijab Nugshan adalah yang mengurangi bagian ahli waris yang berhak
menerima harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat yang
lebih berhak untuk menerima harta warisan. Atau dikarenakan ketentuan dari
syariat.®* Misalnya anak perempuan tunggal apabila dia sendirian (tunggal) maka
ia akan memperoleh setengah dari harta. Akan tetapi apabila ada anak laki-laki
maka bagian perempuan tadi terhalangi sebagian atau berkurang bagiannya, yaitu
dari mendapat setengah berubah menjadi mendapat sepertiga. Suami
mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri, apabila istri tidak
meninggalkan anak. Dan suami akan mendapat bagian seperempat apabila istri
meninggalkan anak sebagai ahli warisnya. Dalam kasus ini anak menjadi
penghalang ( Hajib) dan suami terhalang oleh anak (mahjub). Terhalang disini

adalah termasuk dari hijab nugshan dikarenakan anak menghalangi suami untuk

60
Moh Rifa’i dkk, Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar (Semarang : Karya Toha Putra, 1978),h.244
61
Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, At-Tuhfatus saniyyah (Semarang : Sumber Keluarga,t.th),h.7



mendapatkan semua bagiannya. Yang awalnya mendapat setengah berubah
menjdi seperempat. Begitu juga dengan istri, jika tidak ada anak yang menjadi
ahli waris maka istri mendapat seperempat. Akan tetapi jika ada anak maka

bagian istri berkurang menjadi seperdelapan.

3. Ahli waris yang terhijab.
Ahli waris dari golongan laki-laki semuanya ada 15 orang, mereka adalah :
a. Anak laki-laki.
b. Cucu laki-laki.
c. Ayah.
d. Kakek.
e. Saudara kandung.
f. Saudara seayah.
g. Saudara seibu.
h. Anak laki-laki saudara kandung.
I. Anak laki-laki saudara seayah.
J. Paman kandung.
k. Paman seayah.
I. Anak laki-laki paman kandung.
m. Anak laki-laki paman seyah.
n. Suami.
0. Laki-laki yang memerdekakan hamba.
Ahli waris dari golongan perempuan semuanya ada 10 orang, mereka

adalah :



a. Anak perempuan.

b. Cucu perempuan.

c. Ibu.

d. Nenek dari pihak ibu.

e. Nenek dari pihak ayah.

f. Saudara perempuan kandung.

g. Saudara perempuan seayah.

h. Saudara perempuan seibu

I. Istri.

j. Perempuan yang memerdekakan hamba. ®

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki yang disebutkan diatas
berkumpul, maka yang paling berhak menjadi ahli waris ada tiga orang yaitu ,
Ayah, Anak laki-laki dan Suami. Dan jika ahli waris perempuan semuanya
berkumpul, maka diantar mereka yang berhak menerima warisan adalah Anak
perempuan, Cucu perempuan, Istri, Ibu, dan Saudara perempuan kandung.
Kemudian apabila ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul maka
diantara mereka yang menerima warisan ialah ayah, ibu, anak laki-laki, anak
perempuan, salah satu dari suami atau istri. Merekalah ahli waris yang tidak bisa

dihijab dari menerima harta warisan.®

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Adat

A. Pengertian Hukum Adat.
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Hukum adat secara etimologi terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni adat
yang diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk
baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat berasal dari tata
bahasa Arab ‘adah yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara
berulang-ulang.®* Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab
hukm (bentuk jamak ahkam) yang berarti putusan.®® Istilah hukum ini
mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam.

Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang
mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada
umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat
umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia
merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad keabad,
sehingga setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu
dengan lainnya berbeda.

Struktur masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tidak memberikan
pembatasan yang jelas tentang apakah perbedaan antara adat dan hukum adat itu.
Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan
hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan
yang berlaku pada suatu suku bangsa. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan
normatif dan telah berujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan oleh
masyarakat tertentu. Penulis mengumpulkan beberapa pengertian hukum adat

yang termuat di dalam karya Wiranata secara ringkas sebagai berikut:
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a. Cristian Snouck Hurgronye; Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan karena
masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk
dan mengabdi pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat
secara keseluruhan.

b. Cornellis Van Vollenhoven; Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku
bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak
mempunyai sanksi dan dilain pihak tidak dikodifikasi.

c. B. Ter Haar; Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari
keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan
serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara
sertamerta (spontan) dan ditaati sepenuh hati.

d. R. Soepomo; Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar
adalah hukum kebiasaan dan yang sebagian kecil adalah hukum Islam.

e. Soerjono Soekanto; Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan
artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan
kebiasaan belaka, hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam

bentuk yang sama.®’

B. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Hukum Adat.

Sama seperti bentuk hukum lainnya, hukum adat juga tersusun dalam
suatu sistem sehingga antara bagian satu dengan bagian yang lain saling bertautan
atau berhubungan, misalnya antara ketentuan sosial yang tidak tertulis namun

diterapkan dalam masyarakat Batak yang berbeda-beda (Toba, Mandailing dan
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sebagainya) dan saling berkaitan. Telah menjadi kesepakatan bahwa tiap hukum
merupakan sistem dan hukum sebagai suatu sistem bersifat kompleks sesuai
dengan norma-norma yang ada dan merupakan suatu kebulatan sebagai wujud
dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun hukum adat di Indonesia tentunya berlandaskan kepada alam
pikiran bangsa Indonesia sendiri yang sudah tentu berlainan dengan alam berpikir
suku bangsa lain®. Beberapa karakteristik hukum adat yang disimpulkan di
antaranya:

a. Bercorak keagamaan.

Corak keagamaan (religius) bersifat kesatuan batin orang segolongan
merasa satu golongan dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah
memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam
hidupnya.

b. Bercorak kemasyarakatan.

Pola hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak
kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada
masyarakat. la bukan individu yang asasnya bebas dalam segala tingkah laku dan
perbuatannya.

c. Berhubungan dengan kepemimpinan.

Pada setiap hukum selalu membahas masalah kepemimpinan sehingga di
dalamnya di atur tata cara pengangkatan pemimpin, kewenangannya dan
sebagainya. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti

kepala diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam
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permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar sekato
(suara bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat
(kumpulan) desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.
d. Bersifat nyata dan visual.

Konkret artinya jelas, nyata berwujud, sedangkan visual artinya kasat
mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau
keinginan atau berhubungan hukum tertentu dalam masyarakat hukum adat
senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda nyata, diketahui dan dilihat serta
di dengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara
bersamasama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata
secara bersamaan.

e. Mampu menyesuaikan diri dengan zaman.

Pada struktur perubahan sosial dan masyarakat, hukum adat senantiasa
dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sejauh tidak
bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Perubahan hukum adat tidak
selalu dilakukan dengan menghilangkan ketentuan adat yang lama dan
menggantinya dengan ketentuan adat yang baru, namun dengan cara membiarkan
kegiatan adat yang lama membentuk lagi sesuatu yang baru dengan tetap
mempertahankan prinsip pokoknya.®®
f. Terbuka dan Sederhana.

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul

dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat.Sebagai akibat sikap terbuka
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dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat
berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

Selanjutnya, masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama
untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat
merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi social
atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Soepomo bentuk dasar susunan terbentuknya hukum adat, secara
umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama
(genealogis) yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang
merupakan campuran dari keduanya (genealogis territorial).

a. Hukum adat genealogis.

Masyarakat atau persetukuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu
kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat
akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari
hukungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Hukum adat ini dibagi atas:
(1) Hukum adat patrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya
mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh: pada masyarakat Batak, Lampung,
Nias, Sumba dan Bali.

(2) Hukum adat matrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya
ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh: pada masyarakat
Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor.

(3) Hukum adat parental adalah; masyarakat yang susunan pertalian
darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersamasama (ayah

dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan



sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka
kerabat dari pihak bapak (laki-laki) sama artinya dengan kerabat pihak ibu
(perempuan). Contohnya di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.”

b. Hukum adat territorial.

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman
berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal
dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di
Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan
bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Hukum adat teritorial atau disebut
juga persekutuan daerah ini dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

(1) Persekutuan desa adalah; suatu tempat kediaman bersama yang di dalam
daerahnya dan beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada
perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh: desa di Jawa dan Bali.

(2) Persekutuan daerah adalah; suatu daerah kediaman bersama terdiri dari
beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa
dusun atau kampong dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing
anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi
merupakan bawahan dari daerah. Contoh:“marga” di Lampung dan “nagari” di
Minangkabau.

(3) Perserikatan desa adalah; beberapa desa, kampong atau marga yang terletak
berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja
sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan,

pengaturan, pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain.

70
Ibid h.25



c¢. Hukum adat genealogis territorial.

Masyarakat hukum genealogis territorial adalah bentuk penggabungan antara
struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum territorial. Hal
seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu)
pun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun territorial) yang terpisah
secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat
tinggalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dan bentuk
bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan hampir
tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis

maupun territorial, sebagian besar telah mengarah pada genealogis territorial.”

C. Warisan Dalam Hukum Adat

Dalam bukunya, Soeripto menyatakan bahwa hukum waris adat memuat
peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan
barangbarang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.”?
Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan hartawarisan dari satu
generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat disesuaikan dengan sifat perkawinan yang berlaku di
beberapa daerah adat di Indonesia. Karena dalam hukum perkawinan adat yang

berlaku di Indonesia, perkawinana bukan saja berarti sebagai perikatan perdata
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tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan
dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya akan
menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban
suami istri, harta bersama (' gono gini ), kedudukan anak, hak dan kewajiban orang
tua, tetapi juga menyangkut hubungan hubungan adat istiadat kewarisan,
kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara
adat dan keagamaan.”

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat
yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem
keturunan dalam hukum adat, yaitu:

a. Sistem Patrilinial, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis
keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan
pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistim kekeluargaan yang menarik garis keturunan
pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki
tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari
garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari
kelurga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.

c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari
dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sisitem ini

kedudukan anak laki laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar,
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artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari
harta peninggalan orang tua mereka.”

Ada beberapa ciri dari hukum waris adat Patrilinial pada umumnya

tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

a.

Memiliki sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kebapakan yang kuat), arti nya tiap
pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya patrilinial yang erat,
dan meliputi seluruh aspek kehidupan.

Adanya Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan
kepentingan umum atau masyarakat.

Adanya unsur magis-religius yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan
harta warisan.

Metode berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar
supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan
diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagi lambang belaka.
Bersifat visual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau
ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan
demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada
sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.”

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan

bahwa hukum waris dalam adat itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan

atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, perkawinan bertujuan

meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus
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melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan
istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya. Sedangkan
pada kekerabatan adat matrilinial, kekerabatan menurut garis keturunan ibu.”
Perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak
perempuan (tertua) harus melaksanakan perkawinan mengambil suami dimana
setelah terjadinya perkawinan seorang suami harus ikut dalam kekerabatan istrinya
dan melepaskan kedudukan adatnya. "Dari sistem kekeluargaan adat tersebut akan
mempengaruhi juga pada sistem kewarisan adat.

Dalam sistem kewarisan tersebut terdapat penggolongan ahli waris yang tersusun
secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak dan keturunannya,
kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan kelompok yang berikutnya
adalah saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, kelompok yang berikutnya
adalah orang tua dari pewaris yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang
terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan keturunannya. Di
dalam hukum kewarisan adat ini juga berlaku aturan bahwa apabila kelompok
pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang berikutnya. Sehingga disini
hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja yang merupakan ahli waris. Jika
kelompok yang pertama tidak ada sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak
atas harta warisan tersebut.

Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran
pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian bangsa Indonesia. Karena ada

sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di

76
Kuntjaraningrat, Skema Dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan (Jakarta :
Laporan Kongres llmu Pengetahuan Nasional, 1989),h.443
77
Ibid hal. 23



kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses
pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara
ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup
kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk
mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang
keadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian
ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang
keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.”®

Hukum waris adat yang bersifat komunal juga dapat mengakibatkan bahwa suatu
barang warisan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap saat dapat dibagi-
bagikan berupa pecahan-pacahan menurut ilmu hitung, dan ada juga harta
peninggalan yang hanya dapat di warisi oleh orang tertentu dan dengan cara tertentu
pula contohnya adalah barang warisan yang di anggap keramat dan hanya dapat di
warisi oleh keturunan yang memiliki persyaratan tertentu. Sifat yang komunal itu
tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para
ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun ada ahli waris yang
menghendaki agar harta peninggalan tersebut di bagikan.

Dalam sistem hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum)
diantaranya adalah sebagai berikut: *“ Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan
secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya
yang menjadi ahli waris ialah pertama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan

mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh
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pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi
adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga
sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat
mengecualikan keluarga yang jauh .
Ada beberapa asas yang dijadikan landasan pengaturan warisan dalam hukum
adat, yaitu:
a. Asas-asas Hukum Kewarisan.
Hukum adat mana pun mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan.
Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan,
karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur
kemasyarakatan.®
Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena
kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda
dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian
keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui
perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk
sistem kemasyarakatan.*® Ada beberapa asas pokok dari beberapa hukum adat
tentang kewarisan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Asas Unilateral yaitu; hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis
kekerabatan, dan satu garis kekerabatan adalah garis kekerabatan ibu. Harta

warisan dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah
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diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada
yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.
b. Asas Kolektif; asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta warisan bukanlah
orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas
ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya
dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.
c. Asas Keutamaan; berarti bahwa dalam penerimaan harta warisan atau
penerimaan peranan untuk mengurus harta warisan, terdapat tingkatantingkatan
hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama
yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam hukum adat adalah orang atau orang-orang yang berhak
meneruskan peranan dalam pengurusan harta warisan. Pengertian ini didasarkan
pada asas kolektif dalam pemilihan dan pengolahan harta serta hubungan
seseorang dengan harta yang diusahakanya itu sebagai hak pakai. Menurut adat
Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena
ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.®?

Dalam beberapa literatur tradisional adat dijelaskan bahwa menurut
asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisa bilateral
atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab
tertentu.

Ahli waris harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan

istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya
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yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada keponakan yang semuanya berada
dirumah ibunya.?® Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang
perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya
anak dengan yang tidak mempunyai anak. Perbedaanya hanya antara yang dekat
dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling
dekat.®*

Seandainya belum mempunyai anak, maka yang paling dekat adalah
ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudarnya. Adat Minangkabau tidak

megakui kewarisan istri terhadap mendiang suaminya begitu pula sebaliknya. %

D. Cara-Cara Pewarisan.

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari
pewaris kepada ahli waris dalam pengertian hukum adat lebih banyak berarti
proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang
menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan itu lebih banyak
tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang
akan melanjutkannya. Pewarisan harta ini dalam beberapa etnis terbagi atas:

(1) Pewarisan harta warisan.

Harta warisan adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif,

sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian

seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal
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pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh
anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta warisan hanya
menyangkut harta warisan tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur
harta pencarian yang kemudian menjadi harta warisan rendah. Bila harta warisan
telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul
kesukaran.Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta
pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam
rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu
terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebihluas.

(2) Pewarisan harta bawaan.

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah
istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian
sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang
diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai
genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau
didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri,
adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami
meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat
“bawaan kembali, tepatan tinggal”.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke
asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta

warisan adalah jelas karena hubungan suami dengan harta warisan itu hanya



dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta
pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil
pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum
sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta warisan,
hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak
kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak
menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa
harta itu adalah harta warisan, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu
kepada kaum dari suami.

(3) Pewarisan harta tepatan.

Harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada
waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumabh istri
itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta warisan yang ada di
rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Kedua bentuk harta itu adalah untuk
anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil
usahanya adalah untuk anakanaknya saja, sedangkan harta warisan disamping hak
anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu
diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari
rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk
harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang

hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai



pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap
harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.
(4) Pewarisan harta pencarian.

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah
harta warisan yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung
dengan harta warisan bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan
menggabungkannya dengan harta warisan, dengan sendirinya diwarisi oleh
generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut
tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini,
maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta
pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama
tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta
pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak
dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam
keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak.
Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan
patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.®

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta warisan, maka
masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya

hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak
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ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta
pencarian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikkan harta itu, sering
timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan
menganggap harta itu adalah harta warisan kaum sedangkan si anak menganggap
harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada
pembuktian asal usul harta itu.

(5) Pewarisan harta bersama.

Harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama
ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang
dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami
pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama
itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di
lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau
tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam
keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

(6) Lembaga Hibah.

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi
istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam
hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang

mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.®’
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Kemudian yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha
mengalihkan sesuatu kepada yang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-
sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang
berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang
diserahakan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.
8Sementara kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan
itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif
selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih
sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat.
Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-
mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apaapa. Seandainya
mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar menukar atau
imbalan pahala dariAllah disebut sedekah.

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan
dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku di lingkungan adat
Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah
hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah
melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang
dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di
Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat
Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan

bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan
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adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa
keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu
kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.®®

Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang
berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip:

Pertama, bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan
ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu
kerabat matrilineal.

Kedua, bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk
kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-
orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab
secara moral dan materil di rumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai
berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta warisan dengan harta
pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan
demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar
lingkungan kaum.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta warisan, maka harta
pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat
kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih
diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta

pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan
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bahwa harta tersebut menggabung dengan harta warisan setelah meninggalnya

yang punya harta pencarian itu.



